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ABSTRAK

Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah Oleh: Nengsi
Wulandari NIM. 1811150047 Pembimbing I: Dr. Rohmadi,
S.Ag,MA dan Pembimbing II Ade Kosasih, S.H.,M.H.

Mengenai kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi
yang masih belum maksimal karena pengawasan hakim yang
dilakukan oleh dewan etik kurang efektif dalam mengawasi
perilaku hakim konstitusi, karena dewan etik baru akan melakukan
penyelidikan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran
jika mendapat laporan atau informasi dari masyarakat terhadap
perilaku hakim. Sehingga apabila dewan etik lambat memperoleh
laporan dari masyarakat maka pelanggaran dari hakim akan
lambat terdeteksi oleh dewan etik dan dapat menyebabkan lebih
banyak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim
konstitusi. Karena dari kasus Akil Mochktar bisa terjadi karena
minimya pengawasan sehingga para hakim konstitusi masih bisa
bertemu dan menjalin kerja sama dengan pihak perkara yang
ditanganinya. Sedangkan Pengawasan dewan etik mahkamah
konstitusi hanya bersifat internal saja dan hal tersebut kurang
selaras dengan aspek Figih siyasah dalam pengawasan (al-
muraqabah) yaitu tentang mekanisme pengawasan dari diri sendiri
dan dari luar diri sendiri, seperti lembaga Qadhi al-qudhah yang
diberikan kebebasan dalam mengawasi hal ihwal para qadhi oleh
khalifah.

Kata Kunci: Pengawasan, Hakim, Dewan Etik Mahkamah
Konstitusi, Figih Siyasah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan mahkamah konstitusi turut mewarnai
dinamika ketatanegaraan dan diskursus hukum-hukum
kenegaraan. Dinamika ketatanegaraan dalam praktiknya itu
telah, sedang dan akan terus berkembang seiring dengan adanya
mahkamah konstitusi sebagai upaya pengawal Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang bertugas
sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi dan sebagi
penafsir konstitusi. Mahkamah konstitusi juga merupakan
pelindung hak warga konstitusional warga negara dan
pelindung hak asasi manusia.?

Gagasan dalam pembentukan MK sebagai
penyelenggaraan ketatanegaraan dan kekuasaan yang lebih baik
di Indonesia. Pijakan dalam pembentukan MK dilatarbelakangi
paling tidak ada tiga hal yaitu; (1) implikasi dari paham
konstitusionalisme, (2) perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM),
dan (3) mekanisme cheks dan balances.3

Undang-undang dasar dibuat sebagai perangkat kaidah
fundamental yang mempunyai nilai politik tinggi dari jenis
kaidah karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan
Negara. Untuk menjaga agar  kaidah-kaidah konstitusi yang
termuat dalam undang-undang dasar dan peraturan perundang-
undangan konstitusional lainya tidak dilanggar atau disimpangi

Jimly asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 132.

2Soimin dan mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press, 2013), h. 50



3Soimin dan mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press, 2013),h.50

perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. 4

Beberapa konsep pengawasan dalam islam dirumuskan
yang salah satunya dirujuk dari pendapat Ahmad Bin Daud
yang menyatakan “Controlling adalah tugas administrative
secara personal atau kolektif yang fokusnya adalah pemantauan
aktifitas organisasi dan memeriksa kegiatan tersebut dalam
sistem secara tematis (bagian per-bagian) dengan tujuan
membetulkan yang salah atau mengubah sesuatu kembali
kepada yang lazim (semestinya) untuk keselamatan program
kegiatan organisasi tersebut baik dari pelaksanaan maupun
tujuanya dengan landasan melaksanakan kewajiban dan
menaati firman Allah SWT dengan penyifatn orang yang
beriman: “Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanh
(yang dipikulnya) dan janjinya”.>

Dalam pelaksanaan kewenangannya dewan etik
mahkamah konstitusi, terdapat beberapa putusan MK yang
dipandang kontroversial, seperti kasus yang pernah menjerat
hakim MK cukup menjadi perhatian. Kasus yang terjadi seperti
kasus suap Akil Mochtar terkait sangketa pilkada terbukti
menerima uang (Rp.1 miliar) pilkada kabupaten Lebak, (Rp. 10
miliar) pilkada kabupaten Empat lawang serta (Rp. 19,866
miliar) pilkada kota palembang. Sedangkan kasus Patrialis
Akbar terkait suap uji materi UU peternakan yang sedang
ditanganinya dinyatakan menerima suap (USD10 ribu dan
Rp.4,04 juta), adanya kasus tersebut maka kinerja majelis
kehormatan MK dipertanyakan.®

“Bagir Manan, Empat tulisan tentang hukum program Pascasarjana BKU hukum
ketatanegaraan,( Bandung: universitas Padjadjaran, 1995), h. 3



5Maharani Wihcahyaningtyas, “Controlling Perspektif Al-quran dan Hadits”,
Jurnal studi manajemen pendidikan islam. Vol.6 Nomor 1 maret 2022
%Setelah Akil Mochtar, Menyusul Patrialis Akbar-CNN Indonesia “http : //www.
cnnindonesia. com, diakses pada 16 Desember 2021

Setelah terjadi kasus Akil Mochtar, MK melakukan upaya
untuk mengembalikan Marwah MK dengan melakukan
pembentukan dewan etik hakim konstitusi melalui Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK) No 2 Tahun 2013 yang dalam
perkembangannya dicabut dan digantikan dengan PMK no 2
tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
(MKMK). Dewan Etik ini bertugas untuk mengawasi Etika
Hakim MK. 7

Pengawasan dalam agama islam terdiri dari tiga bidang
pertama; dalam bidang spiritual seperti keimanan kita terhadap
Allah SWT yang selalu mengawasi diri kita 24 jam secara
langsung dan tidak pernah lengah, kedua; diri sendiri yaitu
orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya,
maka orang itu akan bertindak dengan hati-hati, dan ketiga;
pengawasan dari orang lain seperti jika ada sebuah lembaga
negara maka ada lembaga yang lain yang akan mengawasinya.?

Allah SWT memberikan arahan kepada setiap orang yang
beriman untuk mendesain rencana yang akan dilakukan
dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr:
18 yang berbunyi:

z ¢

A 3 % a0 e ity 6 51 g1 1 e ol 35

§ 5 5

Gslard Hpdlay &1 &)

"Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya



7Zoelva Hamdan, Peraturan Mahkamah  KonstitusiNomor 2Tahun
2013Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, (Jakarta, 2013 ),h. 20
8Maharani Wihcahyaningtyas, “Controlling Perspektif Al-quran dan Hadits”,
Jurnal studi manajemen pendidikan islam. Vol.6 Nomor 1 maret 2022

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu

kerjakan.”

Dalam pandangan islam segala sesuatu harus dilakukan
secara terencana dan teratur, dalam hal ini berarti mengatur atau
mengelola sesuatu agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan
hadis An-Nawawi (1987:17) yang diriwayatkan dari Ya'la
Rasulullah bersabda:®

m-wds S lad Gy & &)

Artinya: “sesungquhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk

berlaku ihsan dalam segala sesuatu”, (HR. Bukhari)

Pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi oleh
ketua Mahkamah Konstitusi ini kurang sesuai karena tidak
selaras dengan prinsip mekanisme cheks dan balances dimana
lembaga saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan
antar lembaga-lembaga tersebut, sedangkan MK membentuk
dewan etik sebagai pengawas hakim konstitusi yang hanya
menjadi pengawas internal saja dan pengawasan eksternal yang
dilakukan oleh Komisi Yudisial tapi KY tidak memiliki
keleluasaan dalam mengawasi hakim MK karena keleluasaan
pengawasan tersebut hanya diberikan kepada Dewan Etik
dalam putusan No,12/PUU-XII/214 diatur dalam UU No. 8
Tahun 2011 dalam UU No. 8 Tahun 2011. Keberadaan Dewan
Etik dinilai bertentangan dengan undang-undang karena istilah
dewan etik. tidak dikenal dalam UU MK dan kedudukan Dewan
Etik hanya dibahas Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Mahkamah
Konstitusi.1?

4



Masalah kedudukan tersebut perlu dikaji melalui figih
siyasah apalagi menyangkut tentang pengawasan hakim MK

“Maharani Wihcahyaningtyas, “Controlling Perspektif Al-quran dan Hadits”,
Jurnal studi manajemen pendidikan islam. Vol.6 Nomor 1 maret 2022

yang diawasi oleh lembaga yang dibentuk oleh mahkamah
konstitusi yaitu dewan etik mahkamah konstitusi apakah
kedudukan tersebut sudah sesuai dengan syariat atau tidak,
apalagi figih siyasah memang mempunyai peran penting dalam
membentuk peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan
kepentingan negara dan urusan dalam bermasyarakat untuk
mewujudkan kemaslahatan pemegang kekuasaan.!!

Berdasarkan dengan uraian diatas maka peneliti tertarik
untuk meneliti mengenai "Kedudukan Dan Pelaksanaan
kewenangan dewan etik Mahkamah Konstitusi Perspektif
Fiqih Siyasah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian diatas maka, rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan
dewan etik mahkamah konstitusi dalam mengawasi hakim
konstitusi ?

2. Bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewenangan
dewan etik mahkamah konstitusi perspektif figih siyasah ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pelaksanaan
kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi dalam
mengawasi hakim konstitusi

5



10Zoelva Hamdan,Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 2Tahun 2013Tentang
Dewan Etik Hakim Konstitusi, (Jakarta, 2013 ), h. 20
1], Suyuthi Pulungan, Figih Siyasah , (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.26

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pelaksanaan
kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi perspektif
tigih siyasah

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini

adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan tambahan
dokumentasi dari segi ilmu hukum dalam rangka
membahas kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan
etik mahkamah konstitusi perspektif figih siyasah

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para
peminat hukum tata negara dan praktisi ketatanegaraan
dalam menganalisis tentang
kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik
mahkamah konstitusi perspektif figih siyasah

3. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk
meraih gelar sarjana hukum dalam program studi hukum
tata negara fakultas syariah di UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu supaya tidak terjadi

pengulangan penelitian:

1 Achmad Saifudin,”Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap
Hakim Konstitusi Perspektif Figih Siyasah”,1> dalam penelitian
ini masalah yang dibahas yaitu, pertama: pengawasan internal
hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
itu sendiri dinilai kurang ideal karena kurang terbukanya
sistem pengawasan dalam mewujudkan lembaga pengawas
yang impersial. Kedua: dalam perspektif figh siyasah
mekanisme pengawasan hakim konstitusi kurang leluasa dan
kurang selaras dengan figh siyasah

6



12achmad saifudin,”pengawasan komisi yudisial terhadap hakim
mahkamah konstitusi persfektif figih siyasah”,  jurnal hukum dan
perundangan (malang: fakultas hukum, universitas brawijaya, 2016).

karena dalam lembaga peradilan islam Qadhi al- Qudha
diberikan keleluasaan wewenang oleh khalifah, seharusnya
pengawasan eksternal komisi yudisial diberikan keleluasan
wewenang dalam mengawasi hakim mahkamah kontitusi
agar tercipta pengawasan yang efektif. Sedangkan masalah
yang dibahas dalam penelitian penilis yaitu, pertama:
masalah kedudukan Dewan Etik yang dinilai tidak ideal
karena berada dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi
dalam rangka mewujudkan lembaga pengawas yang
impersial dan terbuka, kedua: pembentukan Dewan Etik oleh
Mahkamah Konstitusi kurang sesuai karena tidak selaras
dengan prinsip cheks and balances dimana lembaga saling
mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar
lembaga-lembaga. Perbedaan inti masalah antara peneliti ini
dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu: peneliti ini
membahas masalah tentang pengawasan hakim konstitusi
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi
Yudisial, sedangkan yang dibahas dalam penelitian penulis
yaitu masalah kedudukan dewan etik yang dinilai tidak
Ideal dan pembentukan dewan etik kurang sesuai dengan
prinsip cheks and balances.

2. Rabiatul Adabia Zahra,”Efektifitas Pengawasan Hakim
Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi”,'* dalam penelitian ini masalah yang
dibahas yaitu, pertama: masalah faktor internal yang
memengaruhi kemandirian atau kemerdekaan hakim dalam
menjalankan tugas dan wewenang dalam diri hakim, dalam
faktor internal ini sember manusialah yang paling
menentukan dimulai dari rekuitmen hakim untk menjadi

7



13Rabiatul Adabia Zahra, “Efektif Pengawasan hakim Konstitusi
oleh Dewan Etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi”, Skripsi,
(Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2018)

hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim, kedua:
faktor eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan
peradilan dari luar hakim itu sendiri, seperti hakim
konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil dan negarawan. Masalah yang dibahas
dalam penelitian penilis yaitu, pertama: masalah kedudukan
Dewan Etik yang dinilai tidak ideal karena berada dalam
lingkungan = Mahkamah  Konstitusi dalam  rangka
mewujudkan lembaga pengawas yang impersial dan
terbuka, kedua: pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah
Konstitusi kurang sesuai karena tidak selaras dengan prinsip
cheks and balances dimana lembaga saling mengontrol dan
terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga.
Perbedaan inti masalah antara peneliti ini dengan
penelitian yang penulis lakukan yaitu: peneliti ini
membahas masalah tentang faktor internal dan faktor
eksternal yang memengaruhi kemandirian atau hakim
dalam menjalankan tugas dan wewenang, sedangkan yang
dibahas dalam penelitian penulis yaitu masalah kedudukan
dewan etik yang dinilai tidak ideal dan pembentukan dewan
etik kurang sesuai dengan prinsip cheks and balances.

. Kerangka Teori

A. Teori Pemisahan Kekuasaan
Diantara konsep politik yang banyak dibahas adalah
kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini
sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam
ilmu politik khususnya. Kebanyakan ahli berpangkal tolak
dari sosiolog Max Weber bahwa" kekuasaan adalah

8



kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan
kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan, dan apa
pun dasar kemampuan ini". Menurut Harold D. Laswell dan
Abraham Kaplan, "kekuasaan adalah suatu hubungan di
mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan

tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari
pihak pertama".14

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan
kekuasaan, yaitu wewenang (authority) dan legitimasi
(legitimacy) atau keabsahan.’® Adalah ciri khas negara
bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Menurut Robert
Bierstedt wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan
yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto menguasai,
melainkan juga berhak untuk menguasai.®

Di Negara Indonesia konstitusi merupakan lembaga
tertinggi, menurut Soetandyo W konstitusi didefinisikan
sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara
sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-
pokoknya  struktur dan fungsi lembaga-lembaga
pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan
batas-batas kewenangan lembaga-lembaga itu.1”

Fungsi kontrol hanya ada dalam sistem sosial atau
politik yang menerima prinsip pembatasan kekuasaan.
Fungsi kontrol tidak akan ada atau tidak akan jalan
sebagaimana mestinya dalam sistem-sistem otoritarian,
kediktaturan dan lain-lain yang menolak pembatasan
kekuasaan. Sekaligus dapat pula diartikan, setiap kehendak
untuk  menghidupkan dan  mengefektitkan, atau
mengidentifikasi fungsi kontrol memerlukan upaya
membangun  sistem  pembatasan  kekuasaan  dan
pertanggungjawaban.!®

“Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, Edisi Revisi, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama,2008),h.60
5Miriam Budiardjo, Dasar-dasa...,Op.Cir. h.64
161bid
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17Soetanyo wignyosowbroto, 12 Hukum, Pradigma, metode dan dinamika
masalahnya, (Jakarta: ELSAM, 2002), h. 403

18Bagir Manan, ”peningkatan fingsi kontrol masyarakat terhadap lembaga
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”, dalam makalah yang disaampaikan dalam
forum Orientasi di Cipanas Cianjur, Juli 2000

Kekuasaan negara itu harus dibatasi, pemisahan dan
pembatasan kekuasaan dalam negara dipisahkan dalam tiga
kekuasaan, agar kekuasaan itu tidak menumpuk dalam satu
pemegang kekuasaan saja karena dapat menimbulkan
kesewenang-wenangan kekuasaan. Dalam islam pemisahan
kekuasaan dan konstitusi sudah dikenal jauh sebelum dunia
barat (eropa) mempopulerkanya, yaitu pada masa
pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW di Negara
Madinah islam juga telah menerapkan adanya peradilan
yang independen, bebas, dan tidak memihak. 1

Berbagai pranata kontrol lebih nampak sebagai alat
kekuasaan belaka. Bahkan vyang terjadi sebaliknya,
pranata kontrol lebih nampak sebagai alat kekuasaan
untuk mengontrol daripada untuk dikontrol. karena
kerangka berfikir normatif-konstitusional yang
dipergunakan untuk membayangkan adanya suatu negara
demokrasi yang berdasarkan atas hukum, tetapi badan
perwakilanya lemah dan kurang berdaya melakukan
pengawasan.?’ Sehingga mekanisme check and balance dalam
badan perwakilan itu sendiri tidak tercermin. Tetapi dalam
praktik politik, hal semacam itu dapat terjadi, seperti
sekarang  terjadi di = Indonesia  untuk  melihat
ketidakseimbangan kewenangan dalam parlemen Indonesia,
antara DPR dan DPD dapat dilihat dari kewenangan kedua
lembaga tersebut.?!

PSuparto, “Pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman
yang independen menurut islam”. Jurnal Selat. Vol. 4 Nomor 1.Oktober 2016.
h.128
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20Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Hukum Tata Negara , komplikasi Aktual
Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema
Insani Press, 1996, h. 134

21Ade Kosasih,”Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam
sistem parlemen bikameral”, Vol,26 NO. 2 Agustus 2016

B. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan pengendalian sehingga istilah
controlling lebih luas artinya daripada pengawasan, tapi
dikalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian controlling
dengan pengawasan jadi pengawasan termasuk pengendalian.?

Pengawasan sangat penting untuk dilakukan terhadap
jabatan-jabatan publik yang mempunyai kewewenangan yang
melekat karena berkemungkinan berpotensi melakukan
penyalahgunaan kewenangan tersebut. Maka dari itu
pengawasan  diperlukan, seperti Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk membentuk Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk mengawasi
perilaku hakim konstitusi, jadi dengan kewenangan yang
diberikan oleh mahkamah konstitusi digunakan oleh dewan etik
mahkamah konstitusi untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan serta mengawasi etika perilaku hakim apa sudah
sesuai dengan ketentuan yang dibuat atau tidak. Pengawasan
yang dimaksud adalah sebagai bentuk usaha yang dilakukan
untuk mengetahui dan menilai tindakan yang sebenarnya
tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan.?

C. Teori Al- Hisbah Fil Islamiyah

Al-hisbah (penegak hukum) secara etimologi merupakan istilah-
istilah yang bermanfaat untuk membantu dan mencegah
kemungkaran (amar makruf nahi mungkar), sedangkan al-
hisbah secara terminologi adalah membantu jika ada yang
meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada
yang melakukannya.?
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2Bagya Agung Prabowo,”Peranan dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik
Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah indonesia”, Jurnal Hukum lus Quia
lustum,Vol, 24,2017
BSukamto, beberapa pengertian di bidang pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), h.17
2kompasiana, al-hisbah,http:/ /www.kompasiana.com/al-hisbah, diakses tanggal
16 Desember, 2021

1. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan
kebijakan dan kewajiban oleh mutashabih dan berkaitan
dengan aspek agama dan yuridis dalam penguasaannya

2. Digambarkan sebagai praktik dan teknik pengawasan secara
detail. Pengawaswan secara prinsip yang dilakukan di atas
sebagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan
juga mencakup tata administrasi dan kualitas produk.?

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang
bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan menganalisanya.2*Oleh karena itu sebelum penulis
melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu
mengenai metode penelitian yang hendak dipakai:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah studi pustaka, menurut M. Nazir, studi
pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,
literature, catatan, yang berhubungan dengan masalah yang
dipecahkan.?” Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis
adalah penelitian hukum normatif (Normatif Law Reaserch)
penelitian pustaka. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang
berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum
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tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah
satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya,

»Hamid Abdul,”peran lembaga widayatul hisbah dalam sistem perekonomian
islam”, jurnal Indonesian journal of multidisciplinary islamic studies, vol.1. No. 2019
2%Khuimiyati dan Kelik Wardiono, Metode penelitian Hukum, (Surakarta:
Fakultas Hukum UMS, 2004). H 10
27 M. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 48

perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta
hukum terebut kemudian dilakukan pemecahan terhadap
permasalahan tersebut.28
Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu
Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan
hukum bagi suatu bangunan sistem yang terkait dengan
peristiwa  hukum.?® Penelitian ini dilakukan untuk
memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa
tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya
peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka
penulis akan menyampaikan bagaimana kebenaranya
menurut hukum tersebut.
a. Pendekatan Penelitian
Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian
hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu
sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang
tepat. Menurut Piter Mahhmud Marzuki, pendekatan yang
digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut:
1). Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
2). Pendekatan Historis (Historical Approach)
3). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
4). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)30
Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam
penelitian ini dari beberapa pendekatan diatas adalah
pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan ini dilakukan
dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang
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berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang
dihadapi. Pendekatan Perundang- undangan ini contohnya,

BSoerjono Soekanto,Pengantar penelitian hukum, (jakarta: Universitas
Indonesia, 1986), h. 42

PMukti Fajar, Yulianti Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-4), h.3

30Peter Mahmd Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada
Media, 2017), h.24

dilakukan dengan memahami kesesuian antara Undang-Undang
Dasar 1945 dengan Undang-Undang yang lainya.3!

Pendekatan Perundang-Undangan dalah pendekatan yang
dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan
Perundang-Undangan dan regulasi yang berhubungan dengan
isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan
perbandingan terhadap peratura-peraturan yang berhubungan
dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di
undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.32
1. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan
menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum primer dan
sumber hukum sekunder.33Jenis bahan hukum dapat
dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan sumber bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan
hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang
digunakan terdiri peraturan Perundang-Undangan, catatan
resmi.3* Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945.
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S1Peter Mahhmud marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, J(akarta:Prenada
Media,2017), h. 41
%2Mezi Nikmat,” Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah”, (Fakultas Hukum, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 12
BPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta Prenada
Media,2007), h. 195
3 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31
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2. Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

3. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang
perubahan undang-undang no 24 tahun 2003 tentang
mahkamah konstitusi.

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor
09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan deklarasi kode
etik dan perilaku hakim konstitusi.3
a. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku
hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan
jurnal-jurnal hukum. Buku-buku dan artikel hukum
yang dirujuk adalah yang sudah mempunyai
relevansi atau telah memiliki hubungan dengan apa
yang akan diteliti.3¢

b. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, yaitu:
a) Kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum.
b) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan
tema penelitian yang ingin peneliti kaji.
2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum
a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud
adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian,
15



teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan
berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi
dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum
yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan
menganalissis.?’Karena dalam penelitian ini peneliti yang

%Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi

36Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum....., h. 195

37Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum....., h. 205
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menggunakan pendekatan dalam rangka mengumpulkan
bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-
Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.3® Teknik
ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan
mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-
Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainya
baik secara cetak maupun elektronik yang berhubungan
dengan tema yang akan din teliti oleh penulis.
a. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian
yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data,
maka  langkah  selajutnya  mengorganisirkan,dan
melakukan analisis data untuk mencapai tujuan peneliti
yang ditetapkan.?® Pada penelitian hukum yang akan
dilakukan oleh penulis adalaah bahan hukum yang di
analisis menggunakan teknik interpretasi hukum atau
Konstruksi Hukum. Interprestasi adala sarana alat untuk
mengetahui makna Undang-Undang dengan cara
menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat
mengetahui apa hukum itu sebenarnya.

Interprestasi hukum yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah interprestasi, gramatikal, fungsional
dan sistematis. Interprestasi tersebut penulis gunakan
dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan
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tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian
yang telah penulis lakukan.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan pola dasar
pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang
secara logis saling berhubungan. Adapun urutan dan tata
letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya
sebagai berikut:

38 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum....., h. 21
¥Toha Anggoro,”Metode Penelitian.............. ,h. 38
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BAB I yang berisi pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan
manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori,
metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: berisi mengenai landasan teori terkait dengan judul
yang diambil, dan tinjauan umum tentang kedudukan dan
pelaksaan kewenangan dewan etik mahkamah konstitusi
perspektif figih siyasah, serta kajian (reviw) studi terdahulu
terkait dengan penelitian ini.

BAB III: yang berisi hasil dari penelitian dan pembahasan
yang dis ertai dengan uraian mengenai hasil dari penelitian
ini yang merupakan paparam uraian dari permasalahan
yang ada pada bab ini yang membahas perspektif figih
siyasah tentang kedudukan dan pelaksanaan kewenangan
dewan etik mahkamah konstitusi.

BAB IV: yang berisi hasil kesimpulan atau jawaban
permasalahan atas permasalahan yang ada disertai dengan
rekomendasi serta saran dan kritikan yang diperlukan oleh
peneliti agar dapat berguna kedepanya.
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BAB I1
KAJIAN TEORI
A. Teori Pemisahan Kekuasaan

Miriam  Budiardjo (2015) mengemukakan bahwa
kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok
orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok
lainya sesuai dengan yang diinginkan.#® Sedangkan Ibnu
Khaldun, menemukakan bahwa kekuasaan negara adalah
dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan
tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya.
Khaldun juga mengemukakan kalau kekuasaan itu memiliki
segi negatif apabila kekuasaan itu berada di tangan orang-
orang yang telah lupa akan keluhuran budi pekerti yang
menjadi dasar dari kekuasaan itu. 4!

Teori pemisahan kekuasaan menurut Suparto (2016)
disebutkan jika John Locke bahwa kekuasaan itu dibagi
menjadi tiga bagian kekuasaan yaitu: pertama, Kekuasaan
legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kedua,
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-
undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk
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mengadili. Ketign, Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan
meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara
dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi
dan sebagainya. Lebih lanjut John Locke beranggapan bahwa
bila kekuasaan diletakan pada tangan yang berbeda dapat
dicapai suatu keseimbangan. 42

4Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2015), h.60

#Jbnu Khaldun, yang dikutip dalam buku ilmu negara oleh Ni'matul Huda
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 108

“Suparto.” Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman
yang Independen menurut Islam”, Jurnal Mekanisme Pengawasan ,Vol. 04, NO. 1.
Oktober 2016, h. 116
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Dalam islam juga ada pemikiran tentang pentingnya
pemisahan kekuasaan jauh sebelum dunia barat (Eropa)
mebahasnya, karena biasanya golongan yang memerintah
sebagai pemegang kekuasaan, tidak luput dari kesalahan
menyalahgunakan kekuasaan, apalagi bila kekuasaan itu
terkumpul dalam satu tangan atau badan sehingga diperlukan
adanya pemisahan kekusaan.43

Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah,
Allah SWT memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara. Hal ini
diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 25
yang berbunyi sebagai berikut: 4

Sty Sl a3 6 Sl S g T il WL Gl S
ALy 8 o S ey ol il Sk (s 48 Sl W3

52 A d ) Lat,
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Artinya: sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan
bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab
dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami
menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak
manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang
menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah
tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
(QS. Al-Hadid 57:25)
Menurut Muhammad Alim bahwa makna ayat diatas
adalah, Rasulullah SAW yang tugasnya menyampaikan
hukum-hukum Allah SWT melambangkan eksekutif, al kitab

$Suparto,” Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman
yang Independen menurut Islam”, Jurnal Mekanisme Pengawasan, Vol. 04, NO. 1.
Oktober 2016, h.118
#Suparto.” Pemisahan Kekuasaan”,......Op, Cit, h. 119
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melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan
neraca melambangkan peradilan (yudikatif).4>
Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW diakui
sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa
itu belum mengenal teori pemisahan atau pembagiaan
kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan
tugas-tugas eksekutif dan y'udikatif kepada para sahabat yang
dianggap cakap dan mampu.4 Pada masa pemerintahan Nabi
SAW di Madinah beliau menunjuk beberapa sahabat sebagai
pembantu beliau dalam menjalankan pemerintahan, sebagai
sekretaris (katib), sebagai pengolah zakat (amil) dan hakim
(gadhi).
Nabi mengangkat seorang wali untuk pemerintahan di
daerah, seorang gadhi dan mengangkat seorang wali untuk
pemerintahan di daerah, seorang gadhi dan seorang amil di
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setiap daerah atau provinsi. Di masa Rasulullah Negara
Madinah terdiri dari beberapa provinsi, yaitu; Madinah, Tayma,
al- Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Naj-ran, Yaman,
Hadramaut, Oman dan Bahrain. Dengan setiap pejabat
memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya.
Dimana seorang qadhi diberi kebebasan penuh memutus
seiap perkara. Muaz bin dan Ali bin Abi Thalib Jabal
merupakan dua orang yang diangkat Nabi sebagai gadhi yang
bertugas di dua provinsi berbeda. 4

$Muhammad Alim, Trias Politica Dalam Negara Madinah. (Jakarta: Sekretariat

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 62-62

46Suparto,” Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman

yang Independen menurut Islam”, Jurnal Mekanisme Pengawasan, Vol. 04, NO. 1.
Oktober 2016

“Muhammad Al-Burey, islam landasan Alternatif Administrasi pembanggaan.

(Jakarta: Rajawali, 1996), h. 254-255, Dikuti J. Suyuti Pulungan, Figih Siyasah, Ajaran,
Sejarah dan Pemikiran. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 97-98.
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Terkait dengan pemisahan kekuasaan menurut islam
dalam arti secara horizontal, hal tersebut sudah dilaksanakan
ketika Negara Madinah dipimpin oleh Umar bin Khattab.
Dalam rangka pemencaran kekuasaan ia menyarankan
kekuasaan Yudikatif kepada pejabat lain. Untuk itu
diangkatlah para hakim yang diberi gelar Qadi. Untuk hakim
diangkat Abu ad Darba. Para hakim yang dingkat oleh Umar
bin Khattab memutuskan perkara dalam batas-batas Kitabullah
dan sunah Rasulullah SAW atau syariah. Dengan
pengangkatan para hakim untuk mengadili perkara berarti
kekuasaan yudikatif tidak lagi menyatu dengan kekuasaan
eksekutif.48

Dalam negara madinah telah ada institusi yang disebut
dengan Majelis Syura atau majelis sahabat atau Majelis
Syuyukh yang anggota-anggotannya terdiri dari para sahabat,
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para pemuka rakyat di ibukota Madinah dan para kepala
kabilah atau kepala suku. Majelis ini disebut Dewan
Perwakilan Rakyat atau parlemen dalam Negara Madinah.
Tetapi Majelis ini belum berfungsi sebagaimana lazimnya
parlemen yaitu lembaga yang membuat undang-undang.4’
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam
praktik, bukan lagi dalam tataran teori, Negara Madinah pada
masa pemerintahan Umar bin Khattab (634-644) telah
melakukan pembagian kekuasaan secara horizontal. Adapun
pembagian kekuasaan secara vertikal pada zaman Rasulullah
SAW masih hidup beliau telah membagi kekuasaan antara
pemerintah pusat dan daerah, yakni dengan para Gubernur.>0

48 J. Suyuti Pulungan, Figih Siyasah.......... ,,Op, Cit. H. 85-88
®Abdul Qadim Zallum, sistem Pemerintahan islam, Diterjemahkan oleh M.
Maghfur W. (Bangil: Al-1zzah, 2002), h.280-281.
S0Muhammad Alim, Konstitusi Negara......,,Op. Cit. H. 85-88
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B. Teori Pengawasan

Dalam kajian teori pengawasan dibedakan menjadi dua
yaitu pengawasan dan pengawasan melekat sebagai berikut;
1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan mempunyai peran sangat penting didalam
suatu organisasi karena tidak terlepas dari masalah penilaian,
ketidaktertiban untuk tujuan dari
organisasi tersebut. Beberapa pengertian pengawasan yang
dikemukakan oleh, dalam buku Busro (2018) Hasibuan
berpendapat bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan
untuk mengendalikan pekerja agar dapat menaati peraturan
yang berlaku dan berkerja sesuai dengan apa yang telah
direncanakan sebelumnya. Pengertian oleh Hasibuan lebih
fokus pada pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap
bawahanya.5!
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Menurut George R, Tery dalam Busro (2018)
pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memastikan apa
yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan,
untuk mengevaluasi pekerjaan dan menetapkan perbaikan
untuk menghasilkan pekerjaan sudah sesuai dengan rencana.5?

Menurut Henry Fayol dalam buku Busro (2018) tujuan
pengawasan untuk malihat secara langsung suatu pekerjaan
yang telah ditetapkan sebelumnya, arahan yang diberikan dan
prinsip-prinsip telah dilaksanakan.?® Pengawasan ialah suatu
proses untuk mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan
aktivitas organisasi untuk menjamin supaya seluru tugas yang
sedang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
Secara umum pengawasan dapat diartikan sebagai perbuatan
untuk melihat dan memonitor sekelompok orang agar berbuat

51Busro, M. Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, dikutip kembali oleh
Hasibusn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

52Busro, M. Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, dikutip kembali oleh
George R, Tery (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

5%Busro, M. Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, dikutip kembali
oleh Henry Fayol (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
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sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya.>*
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan atau
Controlling dapat dianggap sebagai aktivitas untuk mengoreksi
dan menemukan penyimpangan-penyimpangan penting dalam
hasil yang dicapai dari aktivitas yang telah direncanakan, dari
pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli
maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan perancanaan sehingga
dikatakan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan
sisi dari mata uang atau Siamese Twin (Kembar siam).%
Karena pada hakekatnya pengawasan berfungsi sebagai
pengarahan agar tidak terjadi kekeliruhan dan sesuai dengan
rencana. Dengan adanya pengawasan dapat membuat orang
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menjadi hati-hati dalam bertindak dan menjadi disiplin dalam
mengerjakan tugasnya.

Fungsi kontrol hanya ada dalam sistem sosial atau
politik yang menerima prinsip pembatasan kekuasaan. Fungsi
kontrol tidak ada dan tidak akan berjalan sebagaimana
mestinya dalam sistem otoritarian, kediktaturan dan yang
menolak pembatasan kekuasaan, sekaligus dapat diartikan
setiap kehendak untuk menghidupkan dan mengefektitkan
fungsi kontrol membutuhkan upaya untuk membangun suatu
sistem pembatasan kekuasaan dan pertanggungjawaban
(limitatioan and accountable powers).56

%Busro, M. Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, dikutip
kembali oleh George R, Tery (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

%Bagir Manan, “Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap
Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif”, dalam Makalah vyang
disampaikan dalam Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kasgoro
(Formatnas) di Cipanas Cianjur pada tanggal 26 Juli 2000.

%Busro, M. Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, dikutip
kembali oleh George R, Tery (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
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Menurut Simbolon dalam Busro (2018) pengawasan

menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan
yang tidak langsung dilakukan oleh orang bersangkutan
dengan melihat data laporan ataupun gambar-gambar atas
hasil yang telah tercapai.”

Sementara lebih lanjut dijelaskan menurut Situmorang
dan Juhir dalam Oktaviana (2014) tujuan dari pengawasan
yaitu agar tujuan dan sasaran dalam kegiatan wusaha
pemerintah dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil
guna, dilaksanakan sesuai pokok, fungsi, rencana atau
program kerja, pembagian dan pendelegasian tugas dan
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pedoman pelaksanaan peraturan peundang-undangan yang
berlaku. 58

Pengawasan  dilakukan  tidak  bertujuan  untuk
menghambat jalanya suatu organisasi atau mencari kesalahan
seseorang kemudian dijatuhkan sanksi, tetapi untuk
memperlancar jalanya organisasi dengan melakukan tindak
lanjut terhadap bawahan dengan menuaikan langkah-langkah
kepemimpinan sebaik-baiknya sehingga dapat diharapkan
tujuan dari pengawasan berjalan dengan lancar sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.

Beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar tercipta suatu
sistem pengawasan yang efektif dan terarah yaitu sebagai
berikut:

a. Obyektif dan menghasilkan data; pengawasan harus
obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang
pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang dapat
mempengaruhinya.

5Busro, M. Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, dikutip
kembali oleh Simbolon (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
%0Oktaviani. J, “Teori Trias Politica (pemisahaan dan pembagian
kekuasaan) pemisahaan”, Sereal Untuk, 2018
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b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan; untuk
mengetahui dan menilai ada atau tidaknya kesalahan-
kesalahan dan penyimpangan. Pengawasan harus
berpangkal tolak dari keputusan pimpinan yang
tercermin dalam; 1) tujuan yang telah ditetapkan, 2)
rencana kerja yang telah ditentukan, 3) kebijakan dan
pedoman kerja yang telah digariskan, 4) perintah yang
telah diberikan, 5) peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan.

c. Preventif karena pengawasan pada dasarnya adalah untuk
menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang

25



efektif dan efesien, maka Preventif karena pengawasan
pada dasarnya adalah untuk menjamin tercapainya tujuan
yang telah ditetapkan, yang efektif dan efesien, maka
pengawasan harus bersifat dapat mencegah supaya jangan
sampai terjadi kesalahan-kesalahan dan terulangnya
kesalahan-kesalahan.

d. Apa yang salah dalam pengawasan jangan mencari siapa
yang salah, tapi apa yang salah dan apa penyebab
timbulnya kesalahan itu.

e. Membimbing dan mendidik, pengawasan harus bersifat
membimbing dan mendidik supaya pelaksanaan atau
pegawai meningkatkan kemampuanya dan mampu untuk
melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan.>®

Pengawasan dapat dibagi menjadi dua bagian
pengawasan yaitu:
1). Pengawasan internal: yaitu pengawasan yang
dilaksanakan oleh organisasi/lembaga itu sendiri, yang
secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan
kalau dalam instansi atau lembaga-lembaga biasanya

®Priyo Budiharto, “Aalisis Kebjakan Pengawasan Melekat di Badan
Pengawas Provinsi Jawa Tengah”. Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, h. 10
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dilakukan oleh kepala bagian atau seksi terhadap kolega-
kolega yang ada di bawah pimpinan.
2). Pengawasan eksternal: yaitu pengawasan dari luar yang
dilaksanakan oleh lembaga yang independen, serta oleh
masyarakat.

Agar dalam pengawasan dapat terarah dan sesuai
dengan perencanaan maka diperlukan tahap-tahap sebagai
berikut:

a. Titik-titik strategi pengawasan harus ditentukan, agar
pelaksanaan pengawasan lebih ditujukan kepada yang
benar-benar penting
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b. Tolak ukur kriteria kaidah-kaidah harus ditegaskan
agar hasil yang dicapai dapat diukur, sehingga dapat
diketahui apakah pekerjaan sesuai/berhasil atau masih
jauh di bawah ukuran yang di inginkan.

c. Metode, prosedur dan teknik pengawasan harus
ditentukan agar sesuai dengan lingkungan atau tugas .

d. Sebab-sebab penyimpangan harus dianalisa agar
penyimpangan yang sama tidak terulang lagi.

e. Tindak lanjut harus diadakan, karena pengendalian
tanpa tindak lanjut koreksi tidak ada artinya dan hanya
akan membuang-buang biaya.

f. Penilaian akhir (evaluasi) harus diadakan wuntuk
keperluan di masa mendatang sebagai masukan untuk
perencanaan berikutnya dan untuk melakukan
pengawasan. 0

1. Norma Pengawasan
Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau
ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan

®0Priyo Budiharto, “Aalisis Kebjakan Pengawasan Melekat di Badan
Pengawas Provinsi Jawa Tengah”. Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, h. 11
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pihak/pejabat lain terkait dengan pengawasan.®! Adapun
ketentuan-ketentuan norma pengawasan yang berlaku di
lingkungan Departemen Dalam Negeri dan diatur dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981
tentang Pedoman Pengawasan Umum di lingkungan
Departemen Dalam Negeri dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
Norma umum pengawasan, Norma umum pemeriksaan,
dan Norma laporan. Norma umum pengawasan yang diatur
dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun
1981 tentang pedoman pengawasan adalah:%2
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1. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak
mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi bila
dijumpai hambatan dan penyimpangan harus dilaporkan
sebab-sebab dan bagaimana memperbaikinya.

2. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu
dilaksanakan terus menerus, sehingga dapat memperoleh
hasil pengawasan yang berkesinabungan.

3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan
pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap
penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untk
mencegah berlanjutnya penyimpangan.

4. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat
menimbulkan  kegairahan untuk memperbaikinya
mengurangi  atau = meniadakan  penyimpangan
disamping menjadi pendorong dan penyempurna
kondisi obyek pengawasan.

Jadi norma pengawasan merupakan patokan, kaidah
dan ukuran yang harus diikuti dalam rangka pelaksanaan
dari fungsi pengawasan yang telah dikehendaki.

¢1Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang norma
pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah dengan rahmat tuhan
yang Maha Esa
2Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang
pedoman pengawasan
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Jadi norma pengawasan merupakan patokan, kaidah dan
ukuran yang harus diikuti dalam rangka pelaksanaan dari
fungsi pengawasan yang telah dikehendaki.

b). Pengawasan Melekat
1. Pengertian Pengawasan Melekat
Bohari (1986) dalam bukunya yang berjudul
“pengawasan  Keuangan Negara”, mendefinisikan
pengawasan melekat adalah: Suatu tindakan atau kegiatan
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atas usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak
buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh
setiap pimpinan organisasii yang bagaimanapun juga
tindakan atau usaha inilah yang dianggap paling tepat
untuk menamakan pengawasan atasan langsung”.3

Nawawi (1992) mengemukakan bahwa pengawasan
melekat itu adalah sebuah proses pemantauan,
pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap
pekerjaan dan hasil kerja bawahanya, agar dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan ketentuan, peraturan-peraturan
dan kebijakasanaan yang telah ditetapkan dalam perkataan
terhadap pekerjaan yang juga termasuk prosesnya, yang
menyentuh tidak hanya sekedar pada ketetapan cara
bekerja, tetapi juga berkenaan dengan  aspek
disiplin ketekunan, loyalitas, inisiatif dan kreatifitas dalam
bekerja.t4

Kemudian untuk definisi yang lebih efektif tentang

pengawasan melekat, Sujamto (1986) mengemukakan
bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk
dari pengawasan yang peling intensif karena jarak subyek
(pimpinan) dan obyek pengawasan (bawahan) adalah

63 Bohari, H, Pengawasan Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)
“Nawawi, H. Hadari, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur
Pemerintaha, Cetakan 1, (Jakarta: Erlangga, 1992)
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yang paling dekat. Jadi dengan jarak yang sangat dekat
antara pimpinan dan bawahan maka dapat dimungkinkan
pengawasan dari atasan secara langsung dapat mengamati
setiap pelaksanaan tugas dari bawahanya dan dapat
memberi petunjuk dan tindakan korektif lainya yang
mungkin diperlukan secara cepat dan tepat.
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Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan
bahwa pengawasan melekat adalah pengawasan secara
langsung dari pimpinan terhadap bawahanya yang
meliputi pemeriksaan, penempatan, penilaian, atau
pemantauan dari kegiatan yang telah ditentukan agar
dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah
direncanakan. Dengan kata lain bahwa pengawasan
melekat merupakan proses pemantauan, pemeriksaan dan
evaluasi atasan secara langsung “terhadap pekerjaan” dan
“hasil kerja” dari bawahanya, agar dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan
dari ketentuan.

1. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat

Tujuan dari pengawasan melekat adalah untuk
menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran dan
ketepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan, kebijakan, rencana, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dilakukan oleh atasan secara langsung. (LAN, 1994).
Pengawasan melekat bermaksud agar dapat mewujudkan
daya guna, hasil guna dan tepat guna dalam upaya
mencapai  sasaran-sasaran ~ di = dalam  program
pemerintahan.%

®Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengwasan, Cetakan 11, ( Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985). h. 17

®Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RF), Sistem
Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid 1I,( Jakarta: CV Masagung, 1994 )
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Jadi tujuan dari pengawasan melekat adalah untuk
mencegah secara dini terjadinya masalah penyalahgunaan
wewenang, korupsi, kebocoran dan pemborosan kekayaan
dan keuangan negara, dan berbagai bentuk dari
penyelewengan  lainya di  lingkungan  aparatur
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pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan.®”
Sementara sasaran dari pengawasan melekat adalah:

a.

b.

Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja serta
pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas;
Menekan hingga sekecil mungkin terjadinya
kebocoran, pemborosan keuangan negara dan
segala bentuk pemungutan liar;

Mencegah hingga sekecil mengkin
penyalahgunaan wewenang;

Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai
dengan ketentuan dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Kesimpulan Rapat
Koordinasi, (1969) ).

Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Pelaksanaan dari pengawasan melekat, maka

dikeluarkanlah pedoman untuk dapat melaksanakan
pengawasan melekat bagi setiap atasan disetiap jajaran

juga

harus menggunakan prinsip-prinsip dasar

pengawasan melekat yang antara lain sebagai berikut:
1. Pengawasan melekat diterapkan secara intensif,

terutama pada kegiatan yang diperkirakan dapat
mengandung resiko kesalahan dan yang sangat
menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tugas
pokok dari organisasi atau satuan kerja;

®/Budiharto Priyo, “Aalisis Kebjakan Pengawasan Melekat di

Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah”. Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, h.

13
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2. Pengawasan melekat merupakan kegiatan rutin yang

harus dilakukan secara terus menerus untuk
mencegah dan  memperbaiki  penyimpangan,
penyalahgunaan wewenang dan sebagainya;
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3. Pengawasan melekat harus mampu mendeteksi
penyimpangan sedini mungkin;
4. Pengawasan melekat harus berorientasi pada masa
depan sehingga mampu menghindarkan
penyimpangan yang berkemungkinan dapat terjadi;
5. Pengawasan melekat harus didasarkan pada
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai
struktur organisasi dan kebutuhan;
6. Pengawasan melekat harus bersifat edukatif dan
pembinaan terhadap semua bawahan;
7. Pengawasan melekat bertujuan sebagai pemecahan
secara tuntas setiap masalah penyimpangan dalam
rangka tertib pelaksanaan tugas pokok organisasi/
satuan kerja.%8
Pelaksanaan pengawasan melekat yang efektif dan
efesien pada prinsipnya untuk menciptakan aparatur
pemerintah yang berdayaguna dan berhasil dalam
menjalankan fungsinya.
C. Teori Al- Hisbah Fil Islamiyah

Kata Al-Hisbah diambil dari kata (ha-sa-ba) yang
berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan
dan lain sebagainya. Hisbah secara literal adalah sebuah
problem aritmatik atau penjumlahan. Ada beberapa
pendapat yang dikemukakan para sarjana islam dalam
mendefinisikan hisbah, seperti Abu Hasan Al-Mawardi
menyebutkan bahwa hisbah ialah menyuru kepada kebaikan

Priyo Budiharto, “Aalisis Kebjakan Pengawasan Melekat di Badan
Pengawas Provinsi Jawa Tengah”. Vol.3. NO. 5.Tahun 2018, HIm. 14-15
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Sedangkan Muhammad Mubarak mengemukakan
bahwa hisbah adalah pengawasan administrasi yang
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dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat jika

terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan

melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran
tersebut dikerjakan.®®

khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama,
ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum
dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat
islam dan tradisi yang telah diakui oleh segala tempat dan
zaman.”?

Meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang
islam, terdapat perbedaan antara hisbah yang dilakukan
oleh mutathawwi’” (pelaku hisbah secara sukarela) dengan
muhtasib (petugas hisbah). Secara garis besar, terdapat
perbedaan antara keduanya yaitu:”!

1. Melakukan hisbah bagi muhtasib (petugas hisbah)
hukumnya wajib, sedangkan bagi selain muhtasib
hukumnya fardu kifayah.

2. menegakkan hiisbah bukan bagian dari tugasnya.
Karena itu, ia diperbolahkan menyibukkan diri dengan
urusan lain di luar hisbah.

3. Muhtasib  (petugas  hisbah) harus  menyelidiki
kemungkaran yang tersebar untuk ia larang dan menye
lidiki kebaikan - kebaikan yang ditinggalkan untuk ia

®Al- Mawardi, alAhkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah,

Terjemahanya Cet.Ill, (Mesir:Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973),h.240

70 Muhammad Mubarak, al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah'inda ibn

Taymiyyah, Terjemahanya Cet. I. (Beirut:Dar al-Fikr, 1967), h.25

7LAl- Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam,

Terjemahanya Cet.Ill, (Mesir:Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973),
h.406
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perintahkan. Adapun mutathawwi’ tidak diharuskan
melakukan penyelidikan seperti itu.
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4. Muhtasib (petugas hisbah) berhak mengangkat staf
untuk  melarang  kemungkaran agar dengan
pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan
tampak lebih kuat. Adapun mutathawwi’ tidak berhak
mengangkat staf.

5. Sesungguhnya, muhtasib (petugas hisbah) berhak
menjatuhkan hukum ta’zir terhadap kemungkaran-
kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi hudud.
Adapun mutathawwi’ tidak diperbolehkan menjatuhkan
hukum ta’zir kepada kepada pelaku kemungkaran.

6. Muhtasib (petugas hisbah) berhak mendapat gaji dari
Baitul Mal (kas negara) karena tugas hisbah yang
dijalankannya, adapun mutathawwi’ tidak boleh
meminta gaji atas pelanggaran yang ia lakukan.

7. Muhtasib (petugas hisbah) berhak berjitthad dengan
dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang
terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait
dengan syar’i, seperti tentang penempatan kursi di
pasar-pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan
dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya.”?
Pernyataan tentang Wilayat al-Hisbah merupakan

jabatan keamanan yang mencakup, menyuruh berbuat baik
dan melarang berbuat munkar. Dimana kewenangan ini
merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan
untuk orang tertentu yang mampu untuk melaksanakan hal
tersebut.

72Al- Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam,
Terjemahanya Cet.Ill, (Mesir:Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973),
h.407
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Muhtasib (petugas hisbah) adalah pihak yang berada di antara
Hakim dan Kepala Saksi Tindak Kriminal
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Adapun dua kesamaan antara muhtasib (petugas hisbah)
dan hakim adalah sebagai berikut:”3

1. Keduannya diperbolehkan dimintai pertolongan, mendengar
dakwaan yang meminta tolong kepada keduannya atas orang
lain dalam hak-hak yang terkait dengan manusia. Hal ini tidak
berlaku umum untuk semua dakwaan, tetapi hanya berlaku
pada tiga dakwaan:

a. Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan
pengurangan dalam takaran atau timbangan.

b. Dakwaan yang terkait dengn penipuan komoditi dan harga.

c. Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran
utang, padahal pihak yang berutang mampu
membayarnya.

2. Muhtasib (petugas hisbah) berhak mewajibkan tertuduh
melepaskan haknya. Hal ini tidak berlaku pada s emua hak,
tetapi hanya berlaku pada hak-hak yang ia dibenarkan
mendengarkan dakwaan di dalamnya. Jika hak hak tersebut
didapatkan dengan memberikan pengakuan, padahal ia
mempunyai kesempatan untuk tidak melepaskan haknya dan
memberikanya kepada pihak yang berhak menerimanya
karena menunda penyerahan hak-hak termasuk kemungkaran
yang ia ditugaskan untuk menghilangkanya.

Adapun dua hal keterbatasan muhtasib (petugas
hisbah) dari hakim adalah sebagai berikut:74
1. Muhtasib (petugas hisbah) mempunyai keterbatasan
tidak berhak mendengar dakwaan-dakwaan yang tidak
termasuk kemungkaran yang nyata, misalnya dakwaan
dalam akad, muamalah, semua hak, dan semua tuntutan.

BAl- Mawardi,Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam,
Terjemahanya Cet.III, (Mesir:Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973),h.408-409

74Al- Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam,
Terjemahanya Cet.Ill, (Mesir:Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), h.410
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Petugas hisbah tidak boleh berinisiatif mendengarkan
dakwaan-dakwaan tersebut dan tidak boleh memberikan
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keputusan didalamnya, baik pada semua hak maupun
sebagian daripadanya dan baik pada uang 1 dirham
maupun kurang dari 1 dirham. Tetapi, jika ia
mendapatkan surat penugasan selain kemutlakan tugas
hisbah-nya, baru ia diperbolehkan terlibat dalam
penanganan hak-hak tersebut. Dengan surat tugas
tambahan tersebut, ia menjabat dua jabatan sekaligus,
yaitu sebagai hakim dan muhtasib (petugas hisbah).

Untuk itu id disyaratkan mampu berijtihad jika tugasnya

hanya sebagai muhtasib (petugas hisbah), selebihnya

para hakim lebih berhak menangani dakwaan-dakwaan
diatas, baik sebagian maupun semuanya.

1. Tugas muhtasib (petugas hisbah) hanya terbatas
menangani hak yang diakui saja. Adapun hak-hak
yang di dalamnya terdapat konflik dan perseteruan,
maka ia tidak boleh menanganinya karena dalam
kuasa ini hakim berhak menyaksikan barang bukti
dan memerintah salah satunya untuk bersumpah.

Ada dua kelebihan mubhtasib (petugas hisbah)
dari hakim yaitu sebagai berikut:”

1. Muhtasib (petugas hisbah) diperbolehkan dalam
memeriksa apa saja yang berkaitan dengan
kebaikan dan melarang dari kemungkaran
meskipun tidak dihadiri salah satu dari pihak
yang memiliki perkara. Adapun jika hakim maka
ia tidak diperbolehkan melakukan hal di atas,
kecuali dengan dihadiri oeh kedua pihak yang
sedang ditangani perkarannya dan ia mendengar
dakwaan darinya. Namun jika itu hakim yang

7Al- Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam,
Terjemahanya Cet.Ill, (Mesir:Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), h.410
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memeriksa kasus di atas tanpa dihadiri oleh
salah satu pihak yang sedang berperkara maka
kasus tersebut berada di luar kekuasaanya dan ia
hanya diperbolehkan menangani kasus yang
menjadi kewenangannya saja.

2. Muhtasib  (petugas hisbah) berhak atas
perlindungaan negara selama-lamanya. Dalam
hal yang berkaitan dengan berbagai macam
kemungkaran dan hal tersebut tidak dimiliki
oleh hakim, pasalnya jabatan hisbah dibentk
untuk menakut-nakuti maka penggunaan sifat
tersebut oleh muhtasib bukanlah sebuah
kejahatan ataupun sebuah kezaliman, karena
jabatan hakim dibentuk agar dapat berbuat adil
dan ia berhak bersikap lemah lembut dan
ramah.”®
Dalam sejarah islam, hirarrki struktural Wilayat

al-Hisbah berada di bawah lembaga peradilan. Wilayat
al-Hisbah bersama dengan Wilayatul Qadha dan
Wilayatul Madzalim berada di bawah Qadhi al-qudhah
(hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai
peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang
memutus sengketa dan memberikan hukuman, tapi
ketiga lembaga tersebut mempunyai perbedaan dalam
hal tugas dan wewenangnya.””

Wilayatul qadha adalah lembaga peradilan yang
bersifat umum seperti yang dikenal sekarang.
Sedangkan wilayatul madzalim adalah lembaga
peradilan  dibentuk  untuk menangani kasus
kewenangan dan kezaliman para pejabat pemerintaha”®

77Imam al-Mawardi, Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah
Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him. 40
78Mariadi, “Lembaga Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang
Pemerintahan Aceh”, Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana,Vol. II1. No.
01.Januari-Juni 2018
BAB III
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PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan dan pelaksanaan kewenangan dewan etik
mahkamah konstitusi dalam mengawasi hakim konstitusi.

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang disebut
dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2013
tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang disebut
dewan etik adalah perangkat yang dibentuk oleh
Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim
konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim
konstitusi. Sedangkan dalam PMK bab II tentang
kedudukan dewan etik mahkamah konstitusi dijelaskan
bahwa dewan etik mahkamah konstitusi bersifat tetap.”

Dewan Etik mempunyai tugas dan wewenang yang
diatur dalam pasal 3 bab III yaitu:

a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat dan perilaku hakim, serta kode etik dan
pedoman perilaku hakim konstitusi, supaya hakim tidak
melakukan pelanggaran.

b. Pelanggaran yang dimaksud pada huruf a adalah:

1. Melakukan perbuatan tercela

2. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas
dan kewajibanya selama 5 (lima) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah,

3. Melanggar sumpah atau janji jabatan

4. Dengan sengaja menghambat mahkamah konstitusi
memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh)

hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat (4)

UUD 1945.

7PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah
Konstitusi bab I pasal 1dan bab II pasal 2
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1. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim
konstitusi,

2. Melanggar larangan ssebagai hakim untuk:
1). Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainya,
anggota partai politik, prngusaha, advokat, atau
pegawai negeri.
2). Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak
yang berperkara baik secara langsung maupun tidak
langsung.

c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaan

laporan dan informasi tentang perilaku hakim.

d. Memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf

@)

e. Menyampaikan laporan dan informasi tentang perilaku

hakim yang telah dikumpulkan, diolah dan ditelaah dalam

sidam Majelis Kehormatan.

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis

setiap bulan kepada mahkamah. 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 dewan etik mempunyai wewenang yaitu:

a. Memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan
hakim mengenai suatu perbuatan yang mengandung
keraguan sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf a.

a. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim
yang diduga melakukan pelanggaran, pelapor, serta
pihak lain yang berkaitan.

b. Memberikan teguran lisan atau tertulis kepada hakim
terlapor atau hakim yang telah melakukan pelanggaran
ringan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf a.

80PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah
Konstitusi bab III pasal 3

39



39

c. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk
memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim
terlapor atau hakim yang diduga melakukan
pelanggaran berat terhadap ketentuan sebagai mana
dimaksud dalam pasal 3 huruf a.8!

Anggota dewan etik beranggotakan 3 (tiga) orang yang
terdiri dari 1(satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu)
orang akademisi, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat
dengan masa jabatan Dewan Etik selama 3 (tiga) tahun dan
tidak dapat dipilih kembali.

Menjadi anggota dewan etik harus memenubhi syarat yaitu:

a. Jujur, adil, dan tidak memihak

b. Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun

c. Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi
hakim

d. Memiliki integritas dan tidak pernah melakukan
perbuatan tercelah.82

Sebelum diawasi oleh dewan etik Hakim
konstitusi dahulu pernah menjadi objek pengawasan Komisi

Yudisial namun sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-

IV/2006, kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi

diputuskan sebagai inkonstitusional. Selain putusan MK

bersifat final and binding, putusan tersebut dari perspektif
ketatanegaraan memang sudah tepat. Salah satu
kewenangan MK menurut UUD NRI 1945 adalah memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.83

$1PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi bab

III pasal 4

82PMK Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi bab

IV pasal 6 dan pasal 7

83Malik, “Undang-Undang Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final

MK, Jurnal Komstitusi, Vol. 10. No. 4, Desember 2013. Kepaniteraan dan
Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi republik Indonesia, 2013, Him
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Berkaitan dengan kepentingan jabatan (politik) ataupun
kepentingan wuang (ekonomi). Agar dapat menjamin
keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya
intervensi dari lingkungan kekuasaan kehakiman
eksekutifmaupun legislatif serta dari kalangan masyarakat
dan media masa. Dalam menjalankan tugasnya seorang
hakim harus bersifat terbuka dan tidak boleh memihak
kepada siapapun kecuali untuk sebuah kebenaran dan
keadilan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut
undang-undang tetapi juga mulut keadilan yang
menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-
tengah masyarakat.®* Seorang hakim merupakan manusia
yang dipilih maka dari itu hakim harus menjaga segala
prilaku, ucapan maupun tingkah lakunya yang diatur dalam
dengan kode etik.

Pembentukan kode etik hakim (Judicial conduct) yang
dimaksudkan untuk menjadi arah dalam tingkah laku dan
etika para hakim serta sebagai dasar dari lahirnya disiplin di
lembaga kekuasaan kehakiman. Kode etik tersebut
merupakan wujud dari seluruh sikap yang diinginkan dari
lembaga peradilan yang independensi, imparsial,
akuntabilitas dan integritas.8

Ada beberapa kenapa kekuasaan kehakiman haruslah
mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi
bagi kehidupan demokrasi dan terjaminya perlindungan
dan penghormatan atas hak asasi manusia.

2. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk
menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi
antara warga negara dengan negara atau pemerintah.
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8Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta:Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 175
85Suparto, “ pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan kekuasaan Kehakiman
Yang Independen Menurut Islam” ,Vol. 4, No. 1. Oktober 2016, h. 125
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3. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan
kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi
fungsinya sistem hukum dengan baik

4. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi
tegaknya paham negara yang berdasarkan konstitusi
yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.

Di dalam buku Cetak Biru MK bahwa KY secara
yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim di
lingkungan umum maupun MK, hal tersebut untuk
mengimbangi dan menjaga agar MK tetap menjalankan
fungsinya secara Dbertanggung jawab, maka untuk
memberikan pengawasan terhadap integritas dan prilaku
hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan
untuk itu. Ketika Blue Print dibuat menyebutkan bahwa MK
juga menginginkan adanya pengawasan secara eksternal
yang dilakukan oleh lembaga negara yang. 87

Setelah adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-
IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang
dilakukan oleh KY terhadap hakim hakim Kontitusi
dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka dari
itu bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam
pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY.
Sehingga pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim
konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan itu sendiri
sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK (sebelum
dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003) sebagai pelaksanaa pasal 24c ayat (6) UUD 1945.88
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86sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, Aspek-Aspek
Perkembangn Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press,
2005), h. 51-5

8’Hadi Herlambang Prabowo, “Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi
Yudisial Menuru Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal
Ilmiah, Vol.5. No.1, Tahun 2015

88 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. HIm.19
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Denny Indrayana menyebutkan dalam Problematik dan
Solusi Amandemen UUD 1945:

“hakim konstitusi terjebak conflict of interest, bahwa,
mereka tidak mau dimasukkan sebagai objek
pengawasan Komisi Yudisial. Salah satu alasanya
adalah karena mahkamah konstitusi berwenang
memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
dimana Komisi Yudisial mungkin menjadi salah satu
pihaknya. Dengan demikian, jikalau hakim kontitusi
diawasi komisi yudisial, independesi mereka dalam
memutus perkara sengketa kewenangan menjadi
terganggu. Argumentasi ini menunjukan bahwa
mahkamah kostitusi mempunyai standar ganda
dalam memaknai independensi hakim”.8°

Problem dari hakim konstitusi yang hanya memiliki
pengawasan secara internal saja dari lembaga mahkamah
juga bertentangan dengan mekanisme cheks and balances
dimana lembaga lain saling mengontrol agar terjadi
keseimbangan kekuasaan. Pengawasan hakim konstitusi
merupakan hal yang sangat dibutuhkan, baik pengawasan
dari pihak internal maupun pihak eksternal dari lembaga
lain yang kedudukanya secara kontitusi sebab hakim
memiliki (the guardian of constitution) serta penafsir konstitusi
(the interpretation of constitusion) yang putusanya bersifat final
and binding serta dampak putusanya tidak hanya
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8Dimyati Hoartono, Problematika dan Solusi Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.)

PMAdi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekruitmen dan Pengawasan Eksternal
Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan hukum Progresif ”, Jurnal
Panorama Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. h, 15
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berpengaaruh terhadap satu individu saja melainkan
seluruh individu atau rakyat Indonesia.*

Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang
diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2014 dan MKMK yang diatur dalam peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini
sangatlah berbeda dengan yang terjadi di MA dan peradilan
dibawahnya. Sebab, MA dan peradilan yang berada
dibawahnya juga memiliki pengawasan secara internal yang
dijalankan oleh Majelis Kehormatan MA tetapi juga
mendapat pengawasan secara eksternal oleh KY. Berbeda
dengan MK yang hanya terdapat pengawasan secara
internal saja oleh Majelis Kehormatan Hakim Kontitusi
padahal mereka sama-sama hakim yang menjalankan tugas
kekuasaan kehakiman.”!

Jika melihat kondisi di masyarakat, ketika terjadi
suatu problematika yang terdapat didalam suatu undang-
undang, semua akan tertuju untuk Uji Materil di Mahkamah
Konstitusi. Tingkat kepercayaan masyarakat begitu penting
didalam  membangun sebuah lembaga kekuasaan
kehakiman. Apalagi dewan etik baru akan melakukan
pengumpulan, dan pemeriksaan terhadap hakim yang
diduga melakukan pelanggaran juka mendapat informasi
dan laporan dari masyarakat baik melalui surat kabar
maupun dari media masa. Setelah ada laporan dari
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masyarakat baru dewan etik menyampaikan laporan
tersebut dalam sidang majelis kehormatan..

1Adi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekruitmen dan Pengawasan
Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan
hukum Progresif ”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.

h, 11
44

Beberapa problematika yang dihadapkan dengan
Mahkamah Konstitusi beberapa tahun terakhir ini. Yaitu
problemaatika Mahkamah Konstitusi yang berawal dari
kasus Akil Mochtar sebagai ketua Mahkamah Kontitusi
pada tahun 2013 yang tertanggap tangan atas dugaan suap
dalam bentuk dolar singapura dari anggota DPR Fraksi
Golkar. Kasus ini menjadi titik awal berkembanganya krisis
Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data analisis
pemberitaan media Humas Mahkamah Konstitusi tahun
2013 untuk kategori media cetak, diperoleh 5170
pemberitaan mengenai Mahkamah Konstitusi, dimana 1130
berita diantaranya bernada negatif (laporan Tahunan MKRI
2013).92

Tidak hanya kasus-kasus besar yang menurunkan
marwah dari Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kasus-kasus
kecil seperti pelanggaran kode etik. Didalam kurun waktu
yang berdekatan yaitu 2017-2018 awal. Ketua Mahkamah
Konstitusi dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik
kecil selama dua kali walaupun sanksi nya hanya berupa
teguran dari Dewan Etik MK. Namun hal tersebut membuat
masyarakat dan para akademisi mulai menolak
terjadinya kepentingan politik suatu partai yang masuk
dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagai Hakim Ketua
Mahkamah Konstitusi idealnya adalah tidak berhubungan
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dengan pemangku kepentingan didalam kekuasaan
legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa
problematika inilah yang menjadi urgensi dimana
Mahkamah Konstitusi saat ini, tidak sedang baik-baik saja

2Adi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekruitmen dan Pengawasan

Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan
hukum Progresif ”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
Hlm, 11

sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. %

Dalam kasus korupsi mantan ketua Mahkamah
Konstitusi ~Akil Mochtar, terungkap fakta dalam
persidangan bahwa kasus Akil Mochtar terjadi bermula dari
tidak adanya pengawasan terhadap perilakunya, sehingga
Akil Mochtar bisa dengan bebas bepergian ke luar negeri
(singapura) untuk bertemu dengan Ratu Atut Choisiyah
(mantan Gubernur Banten) dan dia juga bertemu dengan
Habit Binti (mantan Bupati Gunung Mas) di rumah dinasnya,
padahal seorang hakim dilarang bertemu dan menjalin kerja
sama dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan
perkara yang ditangani.

Kasus ini merupakan tittkk klimaks dari
ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak
hukum selama ini. Dampak dari kondisi ini pemerintah
mulai mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang perubahan
kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.?> Dalam Undang-Undang ini diatur
bahwa pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi,
dan dibentuknya Panel Ahli untuk menyeleksi para calon
hakim Mahkamah Konstitusi. pengawasan terhadap
perilaku hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam
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Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 27A yang berbunyi
sebagai berikut:%

SEllydar Chaidir dan Suparto, , “Perlunya Pengawasan Terhadap
Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” , Vol. 01, No. O2, Oktober
2017. h. 119

%Ellydar Chaidir dan Suparto, “Perlunya Pengawasan Terhadap
Kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” , Vol. 01, No. O2, Oktober
2017.h. 120

%Ellydar Chaidir dan Suparto, “Perlunya Pengawasan Terhadap Kode
etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”, Vol. 01, No. O2, Oktober 2017. h.
122

% Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 27A tentang Mahkamah
Konstitusi
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1. Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi
Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma
yang harus dipatuhi oleh setiap Hakim Konstitusi dalam
menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan
perilaku Hakim Konstitusi.

2. Dalam menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat
mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten.

3. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
mengikat serta wajib dipatuhi oleh Hakim Konstitusi.

4. Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi
Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim
Konstitusi yang bersifat tetap.

5. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima)
orang yang terdiri atas:
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7.

(satu) orang mantan Hakim Konstitusi.

a. 1l
b. 1 (satu) orang praktisi hukum

c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau
keduanya berlatar belakang di bidang hukum, dan

d.1 (satu) orang tokoh masyarakat

Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada pasal 15, pasal 16 dan
pasal 17 UU MK harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela;

b) Adil;

c) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada
saat pengangkatanya; dan

d) Tidak merangkap menjadi pejabat negara
lainya,anggota partai politik, pengusaha, advokad
atau pegawai negeri.

Masa jabatan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima)
tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai
wewenang untuk :

a. Memanggil Hakim Konstitusi yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan
dan pembelaan.

b. Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang
terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk
dimintai dokumen atau bukti lain;
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c.Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang
terbukti melanggar kode etik

9. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersidang secara
terbuka untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim
Konstitusi.

10. Ketentuan bersidang secara terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku terhadap
pemeriksaan yang terkait dengan perbuatan asusila dan
pemeriksaan yang dapat mengganggu proses penegakan
hukum yang sedang berjalan.

11. Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat
final dan mengikat.
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12. Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berupa
sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi.

13. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman
perilaku Hakim Konstitusi, tata cara pemilihan Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi, susunan organisasi dan tata

kerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diatur
dengan Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan
KomisiYudisial

14. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi dibentuk sekre-tariat yang
berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.?”

Penerapan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
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2013 Pasal 27A tentang Mahkamah Konstitusi sudah tepat.
Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang
bersifat tetap atau permanen diharapkan agar anggota Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi akan lebih fokus dan kontinyu
(berkesinambungan)  dalam  menjalankan tugas dan
kewenangannya karena adanya kepastian jangka waktu
keanggotaan dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal
ini berbeda dibanding kalau Majelis Kehormatan Hakim
Konstitusi bersifat ad hoc (sementara) yang biasanya bersifat
insidentil dan setelah perkaranya selesai, Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi tersebut dibubarkan. Selain keberadaan
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi juga diatur tentang
penempatan Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

Pasal 2A Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Prubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi
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di Komisi Yudisial, hal ini bertujuan agar Majelis Kehormatan
Hakim Konstitusi betul-betul menjadi pengawas eksternal
yang independen.  Keberadaan sekretariat ~ Majelis
Kehormatan Hakim Konstitusi diluar Mahkamah Konstitusi
juga menjadi instrumen yang netral karena baik secara
struktural maupun secara finansial tidak terkait lagi dengan
Mahkamah Konstitusi.”

Padahal ketentuan-ketentuan tersebut belum sempat
dilaksanakan atau diimplementasikan, karena Undang-Undang
No. 1 Tahun 2013 dan telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan
oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya putusan
Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang No.
1 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan
Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim
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Konstitusi yang merupakan organ internal dari Mahkamah
Konstitusi.

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme
normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan
negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan
hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara
sengaja, tidak sengaja ataupun karena kelalaian sehingga
disediakanah norma dan institusi pengujian, kontrol atau
verifikasi. Norma dan institusi pengujian, kontrol, atau
verifikasi tidak di buat hanya untuk memusuhi atau anti pada
pembuat UU, hakim atau pengadilan, tetapi justru untuk
menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan.
Dengan tujuan agar kekuasaan penegak hukum selalu
dijalankan dengan baik dan benar, agar mendapat kepastian
dan keadilan secara yuridis, sosial dan moral juga mendapat
penilaian dan penerimaan yang dipercaya.?

%Fauzanto Adi,”Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal Hakim
Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresit”, Vol. 5, No. 1 Juni 202
%Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013
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Dalam melakukan tugas dan kewenangannya dewan etik
mahkamah  konstitusi dilakukan dengan hati-hati, tanpa
mengganggu independesi seorang hakim. Karena prinsip
independensi bukanlah suatu prinsip yang berdiri sendiri tetapi itu
merupakan suatu syarat untuk dimungkinkanya suatu sikap yang
sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara yang
dipercayakan padanya, yaitu agar ketidakberpihakan atau
imparsialitas. =~ Seandainya ~ada jaminan bahwa tanpa
independensipun, seorang hakim dapat dipastikan tidak akan
berpihak dalam menanganai suatu perkara. 19

Dalam melakukan tugasnya Dewan Etik baru akan
melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelahaan terhadap
informasi tentang perilaku hakim yang diduga melakukan
pelanggaran. Maka dewan etik akan melakukan pemeriksaan
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terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran jika
mendapat informasi dan laporan dari masyarakat baik melalui
surat kabar maupun dari media masa. Setelah ada laporan dari
masyarakat baru dewan etik menyampaikan laporan tersebut
dalam sidang majelis kehormatan.101

Dilihat dari tugas dan wewenangnya dewan etik menjadi
kurang efektif karena jika dewan etik lambat mendapat informasi
dari masyarakat maka pelanggaran dari hakim konstitusi akan
lambat terdeteksi oleh dewan etik dan dapat menyebabkan lebih
banyak lagi pelanggaran yang terjadi.

100Murarar Siahaan, Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Memutus
Perkara, Makalah pada Workshop “Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka
Mengawal Reformasi Peradilan”, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta. h.5

101E]lydar dan Suparto, “ Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan
Perilaku Hakim Konstitusi”, Vol. 01, No. 02. Oktober 2017
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B. Kedudukan Dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah
Dalam Mahkamah Konstitusi terdapat Dewan Etik
sebagai  lembaga pengawas yang dimuat dalam peraturan
Mahkamah  Konstitusi, dan dalam Mahkamah  Konstitusi
terdapat Dewan Etik sebagai lembaga pengawas yang dimuat
dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, dan dibentuk oleh
Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam peraturan Mahkamah
Konstitisi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Hakim
Konstitusi. Adanya ketentuan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 menjawab
urgensi daripada pengawasan Hakim Konstitusi. Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang
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dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk
menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.102

Dalam pemilihan anggota Dewan Etik yang sudah
ditentukan dan desepakati, yang menjadi problematikanya adalah
pembentukan Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah
Konstitusi itu sendiri, yang tugasnya untuk mengawasi lembaga
Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tidak terdapatnya partisipatif
dari lembaga kekuasaan kehakiman lainya menjadi pemicu
terjadinya kecurangan. Berbeda jika pengawasan dilakukan oleh
lembaga kekuasaan kehakiman yang berasal dari luar lembaga
tersebut yaitu dengan adanya kewenangan dan tugas untuk
mengoreksi dan mengkritis setiap yang dilakukan Hakim
Konstitusi untuk menjaga marwah sebagai “The Guardian Of
Constitution” 103

Dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim
Konstitusi pada dasarnya hanya merupakan bentuk dari menjaga
independensi dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

102 Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 1 tahun 2013

18Adi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal
Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif”, Vol.5, No.
1, Juni 2020
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yudikatif. Independensi dalam lembaga peradilan adalah
sebuah keadaan dimana peradilan dapat atau mampu
menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada
pihak lain. Paulus E. Lotuling mengemukakan bahwa untuk
mewujudkan independensi hakim, maka setiap independensi
perlu diimbangi dengantanggung jawab dalam bentuk
akutanbilitas dan transparansi.’® Oleh sebab itu maka hakim
akan memperoleh kepercayaan publik jika ~mampu
menjalankan independensinya yang dibarengi dengan langkah
yang saling berkaitan erat, yaitu pengawasan (control).

jika dilihat dari awal pembentukan Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah
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Konstitusi itu sendiri maka kedudukan dewan etik dapat
dikatakan hanya sebagai upaya yang dilakukan Mahkamah
Konstitusi agar tidak terikat dengan pihak manapun. Jika
dilihat dari segi kajian ilmu figih siyasah, keberadaan lembaga
pengawas sangat penting. Hal ini merajuk pada perintah dalam
al-Quran khususnya asas pengawasan (al-muraqabah), yang
secara  implisit =~ mengamanatkan  adanya  lembaga
pengawasan. 105

Pada zaman Rasulullah SAW malakukan pengawasan,
jika ada seseorang ada seseorang yang melakukan kesalahan,
maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya,
sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah
saw saat itu. Rasulullah saw pernah melihat seseorang yang
wudhunya kurang baik, ia lasung ditegur saat itu juga. Ketika
ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah
saw mengatakan: “Shalatlah anda karena sesungguhnya anda
adalah orang yang belum melaksanalan shalat”.106

105 Adi Fauzanto, “Rekonstruksi Rekrutmen dan Pengawasan Eksternal
Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Hukum Progresif”, Vol. 5, No. 1, juni 2020

106Didin Hafidhudin dan Henry Tanjung, Manajemen Syariah dalam
Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 159
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Menerapkan fungsi pengawasan yang telah
diamanatkan dalam al-Quran dan as-Sunnah berupa
mekanisne pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan di
luar diri sendiri, jika diaplikasikan dalam praktek
kenegaraan, terutama dalam pengawasan hakim, maka
perlu dipahami terlebih dahulu posisi pengawasan hakim
dalam alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain
disebut lembaga-lembaga negara. Dalam figih siyash
terdapat lima pemisahan kekuasaan dalam alat
perlengkapan negara yang disebut dengan al- sulthah al-
tanfiziyyah ~ yang  berwenang dalam pemerintahan
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(eksekutif),  al-  sulthah al- tasyri'iyyah  yang
berwenang membentuk undang-undang (legislatif), al-
sulthah al-qadha’iyyah yang berkuasa mengadili setiap
sengketa (yudikatif), al- qadh- a’iyyah yang berkuasa
mengadili setiap sengketa (yudikatif), al-sulthah al-
maliyyah (kekuasaan keuangan), al-suthah al-muragabah
wa al-tagwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).10”

Sistem pengawasan hakim menurut figih siyasah
termasuk dalam hak untuk mengawasi atau mengontrol
masyarakat (Haq al-Muraqabah) yang dilakukan oleh lembaga
al-Sulthah al-Muraqabah wa a-Taquwim (kekuasaan pengawasan
masyarakat), tetapi kekuasaan ini lebih melakukan
pengawasan terhadap pemerintahan secara umum. Maka
konsep pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan
al-Sulthah al-Qadha’iyyah atau lembaga kekuasaan yudikatif
yang di dalamnya terdapat organ yang bernama gadhi al-
Qudhah dan diberikan wewenang dalam hal mengawasi hal
ihwal para gadhi. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan
lain yang berfungsi sebagai pengawas eksternal karena

107 Achmad Saifudin, “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim
Mahkamah Konstitusi Persfektif Figih Siyasah”, Jurnal Hukum dan Perundangan,
Vol.6, No. 1, April 2016, hlm 104
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mekanisme pengawasannya bersifat fungsional bukan
melekat. 1%Jika dilihat pada organisasi Mahkamah
Konstitusi dalam praktiknya, organisasi MK memiliki
mekanisme pengwasan internal saja yang dilakukan oleh
hakim dan jajaran struktur organisasi yang lebih tinggi
dalam organisasi MK yang berguna untuk mendeteksi
terjadinya pelanggaran ataupun kelemahan organisasi
MK 109

Dengan adanya pengawasan internal tersebut ialah
melalui MKHK, Dewan Etik serta jajaran struktural
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organisasi. Maka untuk mencapai hasil yang ideal, dalam
melakukan pengawasan tidak hanya mengandalkan
mekanisme pengawasan internal, tetapi perlu adanya
penguatan dalam mekanisme pengawasan eksternal melalui
peran komisi Yudisial sehingga tercipta pengawasan yang
partisipatoris dan efektif, seperti halnya lembaga Qadhi al-
Qudhah dalam islam yang dibentuk di luar pengadilan,
bertugas untuk mengawasi hal ihwal para qadhi oleh
khalifah.110

Sifat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi hanya bersifat independensi dari
mahkamah konstitusi supaya tidak terikat dengan pihak
pengadilan lain. Karena Ilembaga ini dibentuk oleh
Mahkamah  konstitusi itu sebagai upaya untuk
mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi setelah
terjadi kasus-kasus yang dilakukan oleh hakim mahkamah
konstitusi. Dewan Etik mulai melakukan pemeriksaan jika

18Achmad Saifudin, “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim
Mahkamah Konstitusi Persfektif Figih Siyasah”, Jurnal Hukum dan Perundangan,
Vol.6, No. 1, April 2016. Hlm. 105
109Mahkamah Konstitusi Cetak Biru...., h. 97
10 Achmad Saifudin, “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim
Mahkamah Konstitusi Persfektif Figih Siyasah”, Jurnal Hukum dan Perundangan, Vol.6,
No. 1, April 2016, h. 106
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ada hakim konstitusi ysng diduga melakukan pelanggaran
berdasarkan laporan dan informasi yang diperoleh Dewan
Etik dari masyarakat secara tertulis melalui pemberitaan
media masa baik media cetak atau elektronik, serta dari
masyarakat luas. Merupakan suatu hal yang kurang terbuka
dalam pengawasan di batang tubuh lembaga Mahkamah
Konstitusi. Hal tersebut kurang selaras dengan figih
siyasah dalam aspek asas pengawasan (al-muraqabah)
tentang mekanisme pengawasan dari diri sendiri dan dari
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orang lain , seperti lembaga Qadhi al al-Qudhah yang
deberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal
ihwal para qadhi oleh khalifah.

Dengan adanya mekanisme pengawasan secara
internal dan eksternal Hakim Konstitusi akan secara leluasa
untuk membuat setiap indekasi terjadinya penyimpangan
agar bisa terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, maka
dapat diambil langkah-langkah untuk antisipasi agar bisa
memelihara kemaslahatan serta dapat menanggulanginya
agar tidak terulang kembali menjadi penyimpngan sekaligus
menghindari mafsadah (mudarat) yang lebih besar dan lebih
luas lagi. Mekanisme sistem internal dan eksternal juga
bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan
yang ad dalam organisasi MK, dengan begitu maka dapat
diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan peningkatan
bisa dilakukan. Dengan adanya sistem pengawasan maka
dapat menciptakan organisasi yang sesuai dengan prinsip
pemerintahan yang bersih (Clean government) dan
pemerintahan yang baik (good governance).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi hakim
konstitusi yaitu Dewan Etik kurang efektif dalam
mengawasi perilaku hakim konstitusi, karena dewan
etik akan mulai melakukan penyelidikan terhadap
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hakim yang diduga melakukan pelanggaran jika
mendapat laporan atau informasi dari masyarakat
terhadap perilaku hakim. Sehingga apabila dewan etik
lambat memperoleh laporan dari masyarakat maka
pelanggaran dari hakim akan lambat terdeteksi oleh
dewan etik dan dapat menyebabkan lebih banyak lagi
terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim
konstitusi.

2. Kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi perspektif figih siyasah tidak
sesuai dengan prinsip yang ada, karena sifat
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik
Mahkamah Konstitusi hanya bersifat internal dari
Mahkamah Konstitusi supaya tidak terikat dengan pihak
pengadilan lain. Hal tersebut kurang selaras dengan
figih siyasah dalam aspek asas pengawasan (al-
muraqgabah) tentang mekanisme pengawasan dari diri
sendiri dan dari orang lain, seperti lembaga Qadhi al al-
Qudhah yang diberikan keleluasaan wewenang dalam
mengawasi hal ihwal para gadhi oleh khalifah.
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B. Saran

1. Sebaiknya, Dewan Etik memperluas lagi cara dalam
mengawasi hakim konstitusi baik dengan cara
melakukan pengawasan secara langsung atau secara
tidak langsung supaya apabila terjadi pelanggaran yang
dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dengan cepat
terdeteksi oleh dewan etik, agar dapat mengurangai dan
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Buku

mencegah terjadinya pelanggaran agar tidak terulang
kembali.

. Sebaiknya kedudukan dan pelaksanaan kewenangan

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi jangan hanya bersifat
internal dari Mahkamah Konstitusi saja agar tidak
terikat dengan pihak pengadilan lain, tapi sebaiknya
Dewan Etik benar-benar dibentuk untuk menjadi
lembaga pengawas dari hakim konstitusi dan diberikan
kebebasan dalam mengawasi kode etik hakim konstitusi
meski berada dibawah naungan dari mahkamah
konstitusi itu sendiri.
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